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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4346); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
~omor 4355); 

.5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional· (Lembaran Negara 

,.···· .,,,,,.,.,--,,··.· , --- occr,~K'C. -·-, "Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
, ·\i; ;;"',::_::<, .. _,,, ·_. • Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pernbangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 
2016-2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 
2016-2021; 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH . 

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR ~ TAHUN 2017 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINS! SUMATERA UTARA 



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4967); 

13~ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); · 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); · 

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

18. Undang-Uridang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 (sembilan) Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); . :·:·,: :. , ..... 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

__ ~-- ........ . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
f EXAM IN~ S -~ 127. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Rencana 
1 

1 Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); · 

28. Peraturan Peinerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraari Penataan Ruang (Lembaran Negara _Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); · 

129. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah 

. tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia · 
Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
. Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 · ten tang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

· Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 



{ . 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang · 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 
- tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia 2011-2025; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 

35: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan - Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 (sembilan) Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

38. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Serdang Bedagai Tahun 2013- 2033; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Tatacara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka - Menengah 
Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Serdang Bedagai; 

KASL'BB.-\G 
PER-L'L-AN 

.KABAG 
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10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

·-·-· · - ··-Sei:·dang Bedagai. f ~" 7 Al\,...l1 A ..-.-..1 
JUL ~- 

1 C>rganisd.si Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
~Orgfisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang 
KABAG Bed air 
llLhT.9. Des adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjuthya disebut · Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
r.-·\~<:;-l_B_ll.-.\_G_~em:- iiik1 batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

uru!n pemerintahari, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan I " .!·LT-AN ijra rs, masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan ihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik 
Indonesia, 

BAB I 

. KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN 
DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
TAHUN 2016-2021. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai; 

44. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; 

45. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2017; 



kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, 
penerima manfaat maupun penanggung resiko. 

11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta 
usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Serdang 
Bedagai. 

12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 
yang tersedia. 

13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan 
rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan 
dokumen perencanaan selamaperiode 1 (satu) tahun. · 

14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya 
disingkat RTRW Kabupaten Serdang Bedagai adalah hasil perencanaan tata 
ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Serdang 
Bedagai. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 
20 (dua puluh) tahun. 

16. Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi 
dan program kepala daerah dengan berpedoman kepada RPJPD serta 
memperhatikan RPJMN. 

1 7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 

18. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk · periode 5 (lima) 
tahun. 

19. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 
OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. 

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. 

21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

22. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan 
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis 

r E)'(AMid~er~ ~an permasalahan pembangunan daerah. 
~ N1-1;.0 · dih k d · · 23. Sasaran adalah hasil yang 1 arap an an suatu tujuan yang 

di£jmulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk 
KABAG da t dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 
HUKL'.24. Stra egi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

~"----~me~tudkan visi dan misi. 
KAS 'IHQ's;. Kebi~~ka1: a~alah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk 
PER-L U-f\N meq~pa1 tu Juan. 

26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan : yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan. 
tujuan pembangunan daerah. 

27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu a tau 
beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran-terukur pada suatu 



Pengendalian Pelaksanaan 
Pasal 4 

-. 

Bagian Kedua ~, • ....:-~ .. -· ..... _ ·--•u· ....... ~~..-:.':!""7"':.\-:.~·~-::--.-:=.."'."' 

1-='-=~;t~~:· 12:!<'!~(' :, :_ ., ·-~,, !\ ,~·\ ... r t1 !i n · ·t ~--- ·· 

~'I e f ' I' I .' ~Jj~f!L~- ; ,J · 
Pengendalian pela.kearraari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
dilaksanakan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, 
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, target 21 (dua puluh satu) 
peraihan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renstra OPD dan RPJM 
Desa telah dipedomani dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
(RKA) OPD dan Rencana Anggarari Pendapatan dan Belanja (R-APB) Desa. 

( 1) 

KASl'BBAG 
I PER-UU-AN 

Bagian Kesatu 
Pengendalian Kebijakan 

Pasal 3 
(1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

dilaksanakan untuk menjamin bahwa Renstra OPD dan RPJM Desa telah 
disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan 
Perundang-Undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah 
kebijakan, program pembangunan daerah, target 21 (dua puluh satu) 
peraihan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 

-E ------Tahun 2016-2021 dan program strategis nasional. 
1 XAl\1IN A ir ' . . . 2) Kes arasan dengan 21 (dua puluh satu) peraihan sebagaimana dimaksud 

pia ~yat (1) yaitu penyelar~san program sesuai kegiatan p~ioritas OPD dan 
KABAG d a dalam rangka mencapai target 21 (dua puluh satu) peraihan. · 
IIUKt:'.\I (3) P gendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

se anj ng periode RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. 
r--~------l!-------1 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. Pengendalian kebijakan; 
b. Pengendalian pelaksanaan; 
c. Evaluasi hasil. 

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, 
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 
jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. 

28. Program Prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai 
dengan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki. 

29. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau 
kegiatan. 

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
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BERJTA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAf1l4'Jt~ h'1? !)71 
NOMOR ~~· ., . ·- ,·, .. -· .. 

.... .....i· .. :\, ·:;.... 

~·i~•-ui.,-..u.·--..i di Sei Rampah 
I t-1\.t.; U,1':f 

AERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

KASLBBAG 
I PER-LIU-AN 
I 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal ?..1 """'1L: 2017 

BUPATISERD~DAG~, 

H. SOEKIRMAN 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

-· ·-,4.n,...._........,,~.., .. - I . . 

l E.Y 1 1 a.1t~u~ati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

j Agar se~·ap - orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
KABA~upat, i · d ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang 
HUKtli.edagai. 

Pasal 6 
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati mi akan diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Basil 

· Pasal 5 
(1) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dilaksanakan 

untuk menilai daya serap, capaian target 21 (dua puluh satu) peraihan, 
capaian target kinerja program Zkegiatan yang telah ditetapkan dalam 
Renstra OPD dan RPJM Desa periode tahun 2016-2021. 

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diternukan adanya 
penyimpangan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan 
tindakan perbaikan/penyempurnaan dan atau perubahan sesuai peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil evaluasi 
kepada Bupati. 

(2) Mempedomani target 21 (dua puluh satu) peraihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yaitu penyusunan RKA OPD dan R-APB Desa harus menjamin 
pencapaian target 21 (dua puluh satu) peraihan. 

(3) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan bersamaan pada saat penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan 
Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara) dan R-APB Desa 
dalam periode RPJMD Ka bu paten Serdang Bedgai Tahun 2016-2021. 


